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ABSTRAK 

 

INTERNALISASI NORMA ANIMAL WELFARE DALAM  

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) 

 

Oleh 

 

PASKAH MANURUNG 

 

Sejak didirikan tahun 1995, WTO memiliki wewenang sebagai organisasi 

perdagangan yang memastikan kelancaran perdagangan internasional. Namun, di 

sisi lain, aturan perdagangan bebas yang diterapkan WTO ini menimbulkan concern 

internasional terkait isu kekejaman terhadap hewan dalam kegiatan perdagangan 

hewan/produk hewan antarnegara. Meski WTO memiliki aturan perdagangan yang 

menghambat upaya perlindungan hewan, pada kasus EC-Seal Product 2013 

organisasi ini justru mengakui pentingnya animal welfare dan melegitimasi restriksi 

perdagangan untuk tujuan perlindungan hewan.  

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana internalisasi norma 

animal welfare dalam WTO. Teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori 

norm life cycle dari Finnemore dan Sikkink serta konsep animal welfare. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari 

website resmi WTO (www.wto.org), website berbagai non-governmental 

organization (NGO) penyayang hewan, jurnal ilmiah serta video terkait animal 

welfare dan perdagangan internasional.  

Hasil penelitian menemukan bahwa norma animal welfare sudah 

disosialisasikan namun belum sepenuhnya diinternalisasi dalam WTO. Aktor yang 

paling berperan dalam proses internalisasi ini adalah Uni Eropa dan koalisi NGO. 

Namun, WTO belum melembagakan animal welfare sebagai suatu aturan 

perjanjian dalam organisasinya. Concern terhadap animal welfare masih terpusat di 

negara-negara maju, khususnya Uni Eropa. Sementara itu, negara-negara 

berkembang kurang memberikan dukungan dalam pembentukan norma tersebut di 

WTO. Hal ini karena animal welfare merupakan restriksi perdagangan sehingga 

bertentangan dengan norma yang berlaku dalam WTO, yaitu norma non-

diskriminasi.  

 

Kata kunci: WTO, animal welfare, norma, norm life cyle, norm internalization 

konstruktivisme 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INTERNALIZATION OF ANIMAL WELFARE NORMS IN THE WORLD 

TRADE ORGANIZATION (WTO) 

 

 

By 

 

PASKAH MANURUNG 

 

 

 

Since its establishment in 1995, the WTO has the authority as a trade organization 

that ensures the international trades flow smoothly as possible. On the other hand, 

the WTO rules of free trade have raised international concerns regarding the issue 

of cruelty to animals in the activity of trading animals/animal products between 

countries. However, even though the WTO’s trade rules have hindered the effort to 

protect the animals, in the case of the EC-Seal Product 2013 this organization 

actually recognized the importance of animal welfare and legitimized trade 

restrictions for animal protection purposes. This study aims to analyze how the 

internalization of animal welfare norms in the WTO. The theory used to analyze is 

the norm life cycle theory by Finnemore and Sikkink and the concept of animal 

welfare. This study used a qualitative method with secondary data sources derived 

from the official WTO website (www.wto.org), websites of various non-

governmental organizations (NGOs) that care for animals, scientific journals and 

videos related to animal welfare and international trade.The results of this research 

found that animal welfare norms had been socialized but had not yet been fully 

internalized in the WTO. The actors who play the most role in this internalization 

process are the European Union and NGO coalitions. However, the WTO has not 

yet institutionalized animal welfare as a treaty rule within its organization. Concern 

for animal welfare is still centralized in developed countries, especially the 

European Union. Meanwhile, developing countries show less support in 

establishing this norms within the WTO. The reason is because animal welfare is a 

trade restriction that is contrary to the norms that apply in the WTO, namely the 

norm of non-discrimination. 

Keywords: WTO, animal welfare, norms, norm life cycle, norm internalization, 

constructivism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Isu perlindungan hewan merupakan salah satu isu non-konvensional dalam 

studi Hubungan Internasional. Terlebih lagi saat ini, negara-negara di dunia berada 

dalam fenomena globalisasi. Aktivitas manusia di era globalisasi ternyata 

memberikan dampak pada hewan, terutama hewan yang dimanfaatkan untuk 

keuntungan finansial manusia (Appleby & Huertas, International Issue, 2018). 

Kemajuan teknologi transportasi di era globalisasi pada dasarnya semakin 

mempermudah kegiatan perdagangan internasional, termasuk salah satunya 

perdagangan hewan antar negara. Meski demikian, di sisi lain tidak menutup 

kemungkinan bahwa globalisasi juga menyebabkan dampak negatif karena 

globalisasi memungkinkan terjadinya lebih banyak eksploitasi hewan.  

Kemajuan teknologi dan transportasi telah menyebabkan perkembangan 

pesat dalam perdagangan hewan secara internasional sejak dekade 1970-an (Sykes, 

2021). Sebagai contoh, pada tahun 2020, nilai ekspor hewan hidup (live animals) 

mengalami peningkatan dari sepuluh tahun sebelumnya, yaitu dari USD19,3 Miliar 

menjadi USD23,4 Miliar (UNCTADStats, n.d.).  Perdagangan hewan lintas batas 

negara memang memberikan keuntungan bagi manusia. Namun, aktivitas 

perdagangan internasional yang semakin meningkat tersebut ternyata menimbulkan 

masalah animal welfare karena hewan hanya dipandang sebagai properti yang dapat 

dieksploitasi untuk kepentingan manusia (Offor, 2020).  

Diperhatikannya isu animal welfare bermula dari terjadinya gerakan sosial 

pada dekade 1970-an di Eropa yang menyoroti masalah kekejaman terhadap hewan 

dalam industri pangan. Namun sesungguhnya, kebangkitan moral untuk tidak 



2 

 

 

memperlakukan hewan dengan kejam telah lama tumbuh dalam masyarakat Eropa 

sejak abad 19, tepatnya masyarakat Inggris. Kebangkitan tersebut menyebabkan 

perubahan terhadap bagaimana cara manusia memperlakukan hewan, yaitu dari 

kekejaman terhadap hewan menjadi kasih sayang terhadap hewan. Kebangkitan 

moral ini kemudian dipertegas kembali pada dekade 1980-an ketika terjadi gerakan 

sosial di negara-negara Eropa untuk membela kesejahteraan hewan (animal 

welfare). Secara sederhana, animal welfare merupakan suatu gagasan yang percaya 

bahwa perlakuan manusia terhadap hewan harus didasarkan pada nilai moralitas 

karena hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki kesadaran dan perasaan 

(dikenal pula dengan istilah sentient beings) (Munro, 2012). Dengan keyakinan 

bahwa hewan merupakan sentient beings, hewan sepatutnya menerima perlakuan 

yang etis dari manusia. 

Isu animal welfare berkembang menjadi isu sensitif yang menimbulkan 

kontroversi dalam WTO. Memasuki abad 21, WTO menjadi institusi penting yang 

menetapkan aturan-aturan perdagangan global (Sykes, Animal Welfare and 

International Trade Law, 2021). Sebagai sebuah institusi internasional, WTO 

memiliki norma-norma yang menjadi standar perilaku bagi anggota-anggotanya. 

Salah satu yang paling dominan, yaitu norma most favourite nation (MFN). Norma 

ini didasarkan atas prinsip non-diskriminasi di antara sesama negara anggota. 

Artinya, sesama negara anggota berkewajiban untuk saling menyediakan akses 

yang sama ke pasar dalam negeri mereka. Oleh karenanya, perjanjian-perjanjian 

WTO dirancang sedemikian rupa untuk mereduksi ataupun menghilangkan 

hambatan-hambatan dalam perdagangan antar negara.  

Isu animal welfare berkembang menjadi isu sensitif karena terdapat 

pertentangan antara norma yang berlaku dalam WTO dengan animal welfare. 

Norma non-diskriminasi dalam WTO ditujukan untuk memastikan arus 

perdagangan global berjalan semulus, se-terprediksi, dan sebebas mungkin (WTO, 

2016) dan bebas diskriminasi. Hal ini menyebabkan negara-negara tidak dapat 

menerapkan restriksi larangan impor termasuk salah satunya untuk tujuan 

melindungi animal welfare. Oleh karenanya, animal welfare tidak dapat dijadikan 

alasan untuk memperbolehkan restriksi perdagangan dalam WTO (Broom, 2016).  
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Adanya pertentangan antara pendukung animal welfare dan WTO bermula 

dari keputusan persidangan WTO dalam kasus US-Tuna tahun 1991 dan US-

Shrimp tahun 1998 (Cunningham & Vindedzis, 2017). US-Tuna I merupakan kasus  

sengketa dagang antara AS dan Meksiko. AS digugat ke hadapan Dispute 

Settlement Body (DSB) karena melarang impor tuna yang metode penangkapannya 

menyebabkan kematian insidental pada mamalia laut. DSB saat itu memutuskan 

bahwa restriksi AS tidak dapat dijustifikasi menurut aturan General Agreement on 

Tarrifs and Trade (GATT). Keputusan GATT tersebut menimbulkan pesimisme di 

kalangan pendukung hewan terhadap pembentukan organisasi perdagangan 

pengganti GATT yang pada masa itu sedang diperundingkan (Sykes, Animal 

Welfare and International Trade Law, 2021). 

Kemudian, pada tahun 1998 setelah WTO dibentuk secara resmi, larangan 

impor untuk tujuan perlindungan hewan kembali menimbulkan sengketa dagang 

yang dikenal dengan nama US-Shrimp. Dalam kasus ini, Amerika Serikat digugat 

oleh India dan beberapa negara kepulauan lainnya karena memberlakukan larangan 

impor udang/produk udang. AS melarang peredaran udang/produk udang yang 

metode penangkapannya menyebabkan kematian kura-kura laut dari incidental 

fishing. Panel WTO dalam sengketa tersebut memutuskan bahwa kebijakan 

perlindungan milik AS tersebut merupakan bentuk diskriminasi perdagangan dan 

tidak dapat dijustifikasi menurut GATT.  

Keputusan DSB dalam dua kasus tersebut telah membangkitkan kritik dari 

kalangan pecinta lingkungan. Menjelang diselenggarakannya WTO Ministerial 

Meeting tahun 1999 di Seattle, NGO penyayang hewan bergabung dalam 

demonstrasi besar-besaran Anti-WTO. Di antara para demonstran, sekitar dua ratus 

orang menggunakan kostum menyerupai kura-kura laut (MOHAI, n.d.). Para 

aktivis melakukan ini karena WTO telah mengeluarkan keputusan yang 

melemahkan upaya perlindungan hewan dalam kasus US-Shrimp 1997. WTO 

dinilai telah mengorbankan kehidupan kura-kura laut demi kepentingan 

perdagangan internasional. 

Pada tahun 2013, dua negara anggota WTO (Australia dan Indonesia) 

terlibat ketegangan kembali akibat isu animal welfare. Australia 

mempermasalahkan praktik penyembelihan yang kejam pada sapi-sapi asal 
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Australia yang diekspor ke Indonesia. Praktik penyembelihan yang dilakukan oleh 

petugas rumah potong di Indonesia dianggap tidak layak dan tidak manusiawi. 

Akibatnya, pemerintah Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia untuk 

beberapa waktu lamanya atas alasan animal welfare.  Dalam kasus ini WTO 

memang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa karena negara yang 

bersengketa tidak menggugat permasalahannya ke hadapan DSB. Meski demikian, 

dari kasus ini kita dapat melihat bahwa isu animal welfare menimbulkan 

kontroversi di antara negara-negara WTO. 

Selain beberapa sengketa dagang di atas, sesungguhnya masih banyak 

terdapat masalah animal welfare dalam perdagangan internasional. Salah satunya, 

yaitu kegiatan ekspor/impor hewan hidup lintas batas negara. Untuk menghemat 

biaya produksi, hewan dipindahkan hidup-hidup dari suatu negara ke negara lain 

baik itu melalui jalur darat, laut, maupun udara. Setiap harinya sekitar 2 juta hewan 

dikirim melewati lintas batas negara yang perjalanannya dapat memakan waktu 

berminggu-minggu (Osborne & van der Zee, 2020). Hal ini menjadi masalah karena 

dalam pengiriman tersebut hewan biasanya ditempatkan berdesak-desakan dalam 

kendaraan yang hawanya panas (Osborne & van der Zee, 2020).  

Meski isu animal welfare sering menimbulkan kontraversi, WTO justru 

menunjukkan sikap yang mendukung animal welfare pada kasus EC-Seal Product 

2013. Dalam kasus ini, European Community (EC) digugat oleh Kanada ke 

hadapan mahkamah DSB kebijakan perlindungan anjing laut yang diterapkannya 

(BBC News, 2011) . EC melarang peredaran produk anjing laut yang diperoleh 

dengan cara yang tidak manusiawi. Dalam kasus ini, WTO memang memutuskan 

bahwa kebijakan perlindungan AS mengandung unsur diskriminasi perdagangan. 

Namun, dalam kasus ini juga, WTO pertama kalinya menyatakan bahwa animal 

welfare adalah nilai moralitas yang menjadi tanggung jawab umum dan merupakan 

isu yang diakui secara global (Sykes, Globalization and the Animal Turn: How 

International Trade Law Contributes to Global Norms of Animal Protection, 2016). 

Keputusan WTO dalam kasus EC-Seal Product 2013 menimbulkan 

pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan isu animal welfare dalam WTO 

sehingga organisasi yang tadinya bersikap keras menjadi lebih terbuka terhadap isu 

tersebut. Terlepas kasus-kasus sengketa dagang berlatarbelakang isu animal 
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welfare yang pernah terjadi, perdagangan hewan antar negara terus meningkat dari 

tahun ke tahun (Offor, 2020). Perdagangan internasional yang semakin meningkat 

ini diiringi dengan eksploitasi terhadap hewan.  WTO sebagai rezim perdagangan 

internasional memiliki peran penting dalam menangani masalah animal welfare  

sebab WTO berwenang menerapkan aturan-aturan perdagangan internasional, 

termasuk di antaranya bidang perdagangan hewan dan produk hewan. Masalah 

sengketa perdagangan yang diakibatkan oleh berkembanganya isu animal welfare 

kemungkinan akan terus terjadi. Fenomena ini menarik untuk diteliti sebab animal 

welfare berbenturan dengan norma non-diskriminasi yang berlaku dalam WTO.   

Untuk memperkuat gagasan bahwa topik ini menarik untuk diteliti, penulis 

melakukan review pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang 

masalah WTO dan animal welfare. Setelah melakukan literature review pada 

beberapa jurnal penelitian, penulis menemukan beberapa poin penting, yaitu 

sebagai berikut. 

Reviu penelitian pertama diambil dari penelitian yang dilakukan  oleh 

Leesteffy Jenkins dan Robert Stumberg. Penelitian ini fokus membahas tentang 

bagaimana pengaruh aturan-aturan WTO terhadap upaya internasional dalam hal 

perlindungan hewan. Menurut Jenkins dan Stumberg, keseimbangan antara 

kepentingan perdagangan dan non-perdagangan dalam WTO masih berbayang-

bayang atau belum jelas (Jenkins & Stumberg, 2001). Di satu sisi, beberapa pasal 

perjanjian mengatakan bahwa WTO memperbolehkan penerapan kebijakan 

nasional maupun perjanjian lingkungan multilateral (MEA) yang bertujuan untuk 

perlindungan hewan. Namun pada kenyataannya, dalam banyak kasus sengketa 

dagang di mana restriksi perdagangan ditujukan untuk perlindungan hewan, WTO 

justru tidak membenarkan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga ini melemahkan 

dan mempersempit ruang gerak negara-negara untuk menerapkan kebijakan 

perlindungan hewan (Jenkins & Stumberg, 2001). 

Penelitian tersebut bermanfaat memberikan wawasan kepada penulis 

bahwa WTO masih mengunggulkan kepentingan perdagangan di atas kepentingan  

lainnya sehingga dapat disimpulkan pula bahwa norma animal welfare belum 

diprioritaskan dalam WTO. Perbedaannya, Jenkins dan Stumberg fokus membahas 

aturan-aturan WTO dan belum membahas norma apa yang ada di dalamnya.  
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Sedangkan penelitian penulis akan fokus membahas tentang norma yang berlaku 

dalam WTO dan bagaimana organisasi ini  menginternalisasi norma animal 

welfare. 

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Victoria Hooton. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis apakah aturan perdagangan WTO telah berhasil 

dalam mengakomodasikan isu animal welfare. Dari penelitian tersebut, Hooton 

mendapatkan dua kesimpulan besar. Pertama, meningkatnya concern mengenai 

norma animal welfare di kancah internasional seharusnya menjadi perhatian bagi 

WTO dalam menangani isu perdagangan dan perlindungan hewan (Hooton, 2019). 

Kedua, hubungan antara perdagangan internasional dan animal welfare bersifat 

konfliktual. Terdapat beberapa pasal yang sifatnya merugikan bagi penerapan 

animal welfare. Namun, terdapat pula pasal yang dapat mendukung animal welfare, 

tepatnya Pasal XX GATT tentang pengecualian umum. Sayangnya, penggunaan 

pasal ini untuk menjustifikasi kebijakan animal welfare sangat dipersulit karena 

negara harus menunjukkan bahwa kebijakan/aturan tersebut benar-benar 

merupakan suatu keharusan (Hooton, 2019). 

Penelitian tersebut bermanfaat memberikan wawasan kepada penulis 

bahwa WTO belum menyesuaikan diri dengan adanya peningkatan concern 

mengenai isu animal welfare di kancah internasional. Hal ini mengindikasikan 

masih terabaikannya nilai-nilai animal welfare oleh WTO. Namun, penelitian 

Hooton tidak membahas animal welfare sebagai suatu norma di kancah 

internasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan fokus membahas 

bagaimana WTO menginternalisasi norma animal welfare ke dalam organisasinya. 

Adapula penelitian yang dilakukan Adrini Pujayanti yang bertujuan 

menganalisis pengaruh dari pengimplementasian kebijakan animal welfare 

terhadap hubungan antarnegara. Penulis mengangkat kasus penjagalan sapi impor 

Australia yang sempat menyebabkan terganggunya hubungan bilateral Indonesia-

Australia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan kedua negara sempat 

terganggu karena ketatnya kebijakan Australia mengenai standar animal welfare 

dinilai mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dengan demikian, isu animal 

welfare merupakan isu yang sensitif dalam hubungan internasional karena dapat 

menyebabkan konflik antarnegara (Pujayanti, 2013). 
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Penelitian yang dilakukan Pujayanti membahas masalah yang sama 

dengan penelitian penulis, yaitu pertentangan antara isu kesejahteraan hewan dan 

ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian Pujayanti membantu penulis untuk membahas 

masalah yang timbul karena perbedaan kebijakan perlindungan hewan yang 

dimiliki tiap negara di dunia terhadap kegiatan ekonomi. Bedanya, penelitian yang 

dilakukan oleh Pujayanti menyoroti animal welfare sebagai isu yang sensitif di era 

globalisasi saja dengan studi kasus penghentian ekspor sapi Australia ke Indonesia 

tahun 2011. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis menyoroti bagaimana 

WTO menginternalisasi norma animal welfare. 

Reviu penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan Katie Sykes 

yang menganalisis tentang upaya pengintegrasian norma animal welfare sebagai 

norma internasional ke dalam hukum WTO. Sykes menggunakan studi kasus EC-

Seal Tuna 2013. Sykes menyimpulkan bahwa animal welfare adalah norma yang 

tengah berkembang menjadi norma internasional. Keputusan WTO terhadap 

penyelesaian kasus EC-Seal Product yang menjustifikasi embargo untuk 

perlindungan hewan adalah didasarkan pada animal welfare sebagai norma 

internasional. 

Penelitian Sykes memberi gambaran kepada penulis bahwa kasus EC-Seal 

Product 2013 adalah bukti di mana animal welfare, meskipun bukan merupakan 

norma perdagangan tetap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan WTO. 

Lebih lanjut, penelitan tersebut membantu penulis dalam memahami interaksi 

antara norma perdagangan dan norma internasional non-perdagangan dalam WTO. 

Namun demikian, penelitian yang dilakukan Sykes lebih ditujukan untuk 

menganalisis hukum perdagangan dalam WTO dan hukum internasional yang 

berkaitan dengan animal welfare. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis 

menyoroti bagaimana WTO menginternalisasi norma animal welfare. 

Kemudian adapula penelitian yang dilakukan oleh Robert Cunningham 

dan Susanah Vindedzis yang bertujuan untuk mengeksplorasi apakah animal 

welfare dapat dijustifikasi sebagai alasan restriksi perdagangan dalam WTO 

(Cunningham & Vindedzis, 2017). Seperti penelitian Sykes, penelitian ini juga 

mengambil studi kasus EC-Seal Product 2013. Hasil dari penelitian Cunningham & 

Vindedzis memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara pendukung 
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universalis dan unilateralis. Universalis memandang bahwa animal welfare 

merupakan norma yang diterima secara internasional sehingga norma ini dapat 

dijadikan pertimbangan Panel dalam memutuskan perkara EC-Seal Product. 

Sedangkan unilateralis berpendapat bahwa kebijakan animal welfare Uni Eropa 

terhadap anjing laut dalam kasus tersebut adalah norma lokal yang dimiliki Uni 

Eropa dan dengan demikian, Uni Eropa harus dapat membuktikan bahwa norma 

tersebut benar adanya berlaku di wilayah mereka. 

Penelitian yang dilakukan Cunningham dan Vindedzis ini menjadi sumber 

yang membantu penulis dalam memahami perdebatan mengenai norma animal 

welfare di antara kalangan universalis dan unilateralis dalam WTO. Penelitian 

tersebut memang mengisyaratkan bahwa WTO sudah mulai mempertimbangkan 

norma animal welfare dan dengan demikian, mulai melakukan internalisasi 

terhadap norma tersebut. Namun, bagaimana proses internalisasi tersebut terjadi 

belum tersoroti secara mendalam. Perbedaannya, kedua ahli tersebut lebih berfokus 

untuk menganalisis isu animal welfare dalam WTO lewat sudut pandang legalitas 

hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti topik tersebut dalam 

konteks WTO sebagai organisasi internasional. 

Penelitian selanjutnya dari Carolina T. Maciel, dkk. Memaparkan bahwa 

aktor-aktor internasional yang berperan mempengaruhi terbentuknya kebijakan 

perlindungan kesejahteraan hewan pada hewan ternak, studi kasus Eropa-Brazil. 

Menurut Maciel dkk, aktor-aktor non negara seperti NGO, masyarakat sipil 

internasional dan korporasi justru memiliki peran yang signifikan. Beberapa NGOs, 

seperti WSPA, the Food Animal Initiative, ETCO bahkan mampu mempengaruhi 

pembuatan kebijakan animal welfare. Perusahaan makanan, seperti  McDonald’s, 

KFC, Subway, Unilever, Nestle, dsb yang berkomitmen untuk menerapkan standar 

animal welfare dalam rantai pasokan produksi mereka (Maciel, Mol, & Bock, 

2015). 

Penelitian dari Maciel, dkk. ini memberikan wawasan yang bermanfaat 

bagi penulis bahwa aktor non negara merupakan aktor penting yang mendukung 

terwujudnya animal welfare. Banyak dari antara mereka yang berhasil 

mempengaruhi kebijakan aktor negara.  Berdasarkan temuan Maciel dkk. ini 
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penulis dapat memberikan perhatian pada aktor-aktor non negara yang juga dapat 

mempengaruhi kebijakan WTO dalam hal animal welfare. 

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian di atas, di bawah ini 

disajikan tabel rangkuman  penelitian terdahulu. 

 

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Topik Penelitian Hasil Penelitian  

1. Leesteffy Jenkins 

dan Robert 

Stumberg 

Pengaruh aturan-aturan 

perdagangan WTO terhadap 

upaya internasional dalam 

hal perlindungan hewan 

Kepentingan 

perdagangan dan non 

perdagangan 

(perlindungan hewan) 

belum seimbang dalam 

WTO. Di satu sisi, 

WTO memperbolehkan 

negara anggota untuk 

melakukan 

perlindungan hewan. 

Namun, di sisi lain, 

WTO tidak 

melegitimasi kebijakan 

tersebut jika 

mendatangkan dampak 

pada perdagangan antar 

negara.  

2. Victoria Hooton 

(2019) 

Analisis mengenai apakah 

aturan perdagangan WTO 

telah berhasil dalam 

mengakomodasikan isu 

animal welfare 

WTO belum 

menyesuaikan diri 

dengan adanya 

peningkatan concern 

mengenai isu animal 

welfare di kancah 

internasional 

3. Adrini Pujayanti 

(2013) 

Pengaruh kebijakan animal 

welfare terhadap hubungan 

Animal welfare 

merupakan isu yang 

sensitif dalam 
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antara Australia dan 

Indonesia 

hubungan internasional 

karena dapat 

menyebabkan konflik 

4. Katie Sykes 

(2013) 

Upaya pengintegrasian 

animal welfare sebagai 

norma internasional ke 

dalam WTO 

Animal welfare adalah 

norma yang tengah 

berkembang menjadi 

norma internasional 

dan dapat 

mempengaruhi 

pengambilan keputusan 

WTO. 

5. Robert 

Cunningham dan 

Susanah 

Vindedzis (2017) 

Apakah animal welfare 

dapat dijustifikasi sebagai 

alasan restriksi perdagangan 

dalam WTO 

Terdapat dua 

pandangan berbeda dari 

universalis dan 

unilateralis. Universalis 

memandang bahwa 

animal welfare 

merupakan norma yang 

diterima secara 

internasional. 

Sedangkan unilateralis 

memandang bahwa 

animal welfare hanya 

nilai yang dimiliki 

masyarakat Uni Eropa 

saja. 

6. Carolina T. 

Maciel, dkk 

Aktor-aktor internasional 

yang berperan 

mempengaruhi 

terbentuknya kebijakan 

perlindungan kesejahteraan 

hewan pada hewan ternak, 

studi kasus Eropa-Brazil. 

Aktor-aktor non negara 

seperti NGO, 

masyarakat sipil 

internasional dan 

korporasi memiliki 

peran yang signifikan 

dalam mempengaruhi 

pembuatan kebijakan 

animal welfare. 
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Berdasarkan reviu penelitian terdahulu di atas, penulis menemukan 

beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu WTO dan norma animal welfare 

memiliki catatan hubungan yang konfliktual. Hal ini karena WTO memiliki tujuan 

untuk memastikan perdagangan internasional berjalan dengan selancar mungkin 

dengan meminimalisasi hambatan-hambatan. Di sisi lain, untuk menerapkan 

kebijakan animal welfare, negara-negara anggota seringkali memberlakukan 

restriksi perdagangan. Kedua, pada kasus EC-Seal Product 2013, WTO justru 

menyatakan bahwa animal welfare adalah nilai moral masyarakat yang patut 

dilestarikan sehingga dapat dijustifikasi untuk restriksi perdagangan. Yang terakhir, 

yaitu aktor-aktor non negara berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan 

pemerintah dalam hal animal welfare. 

Penulis melihat penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus membahas 

bagaimana interaksi antara aturan perdagangan WTO dengan isu animal welfare. 

Hal yang belum tertangkap dalam penelitian-penelitian tersebut adalah bagaimana 

perkembangan animal welfare  mulai dari awal kemunculannya hingga menjadi 

suatu isu dalam WTO. Di sisi lain, peneliti melihat animal welfare sebagai isu yang 

berkembang dari level individu hingga internasional. Perkembangan ini perlu 

diteliti lebih mendalam karena dengan cara itu kita dapat mengetahui bagaimana 

proses terjadi, aktor mana saja yang berperan dan dampak dari adanya 

perkembangan norma tersebut dalam sistem. Untuk meneliti masalah tersebut, 

penulis melihat bahwa teori norm life cycle dari Martha Finnemore dan Kathryn 

Sikkink dapat membantu menjelaskan bagaimana animal welfare yang tadinya 

merupakan norma lokal di Eropa dapat masuk menjadi isu di WTO.  

Adapun teori norm life cycle mengatakan bahwa terdapat tiga tahap untuk 

terbentuknya norma internasional, yaitu norm emergence (kemunculan), norm 

cascade (pengaliran), dan norm internalization (internalisasi). Perkembangan 

norma animal welfare yang dimulai dari tahap kemunculan norma sebagai isu di 

masyarakat Eropa sampai menjadi proses dalam WTO merupakan satu kesatuan 

proses internalisasi. Oleh karenanya penelitian penulis akan fokus membahas 

tentang proses internalisasi norma animal welfare dalam WTO. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan reviu terhadap beberapa 

penelitian terdahulu di atas, diketahui bahwa WTO dan animal welfare saling 

bertentangan satu sama lain. Di satu sisi, WTO sebagai organisasi perdagangan 

internasional dilandaskan atas norma non-diskriminasi demi terwujudnya tujuan 

liberalisasi perdagangan. Di sisi lain, concern mengenai animal welfare dalam 

perdagangan internasional banyak yang berupa kebijakan restriksi perdagangan 

yang sifatnya diskriminatif. Namun, keunikan terjadi karena dalam US-Tuna II dan 

EC-Seal Product, WTO justru menjustifikasi kebijakan restriksi perdagangan untuk 

perlindungan hewan meski kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dalam 

perdagangan internasional. Ini mengisyaratkan adanya penerimaan norma animal 

welfare oleh WTO. Dengan demikian, penulis mengambil rumusan masalah :  

“Bagaimana internalisasi norma animal welfare dalam World Trade 

Organization (WTO)?” Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis akan 

menelaah bagaimana norma animal welfare diinternalisasi dalam WTO 

menggunakan teori dalam studi Hubungan Internasional, tepatnya teori norm life 

cycle. 

 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai yaitu sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan internalisasi norma animal welfare dalam WTO  

b. Menganalisis internalisasi norma animal welfare dalam WTO  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain: 

a. Secara teoritis 

Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai internalisasi norma 

animal welfare sebagai suatu norma lingkungan dalam perdagangan 
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internasional di bawah WTO. Hal ini berguna untuk memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai keterkaitan antara isu perdagangan 

dan isu lingkungan yang sudah sangat merebak di abad 21 ini. 

b. Secara praktis 

- Bagi pemerintah atau pembuat kebijakan perdagangan di level 

negara: menjadi referensi dan rekomendasi untuk menghasilkan 

kebijakan yang adaptif dengan isu animal welfare.  

- Bagi pembuat kebijakan dalam WTO: menjadi referensi dan 

rekomendasi untuk membentuk suatu kerangka aturan baru yang 

mengakomodasikan norma animal welfare dalam perdagangan 

internasional. Perdebatan dan sengketa dagang akibat penerapan 

animal welfare mungkin saja akan terus terjadi di masa depan 

sehingga hal ini tidak dapat diabaikan.  



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

2.1   Norma Internasional 

Kajian mengenai norma internasional berkembang pesat pada dekade 80-

an dalam lingkup studi organisasi internasional dan politik ekonomi internasional 

(Goertz & Diehl, 1992). Pada era tersebut, peran norma internasional mulai diakui 

dan dinilai penting dalam mempengaruhi perilaku negara. Sejak saat itu, mulai 

banyak pemikir HI yang membahas tentang norma dalam meneliti fenomena 

hubungan internasional, antara lain: Robert Keohane, Martha Finnemore dan 

Katrhyn Sikkink, John Ruggie, dll.  

Ada berbagai definisi norma menurut para ahli. Robert Keohane 

mengartikan norma sebagai ekspektasi bersama antara aktor dalam suatu kelompok 

tentang perilaku-perilaku yang layak untuk dilakukan (Keohane, 2010). Stephen 

Krasner memberikan definisi norma sebagai standar perilaku dalam artian hak dan 

kewajiban (Krasner, 1982). Menurut Krasner, norma juga merupakan komponen 

penting penyusun rezim. Sedangkan Martha Finnemore berpendapat bahwa norma 

adalah seperangkat pemahaman intersubjektif di mana suatu norma dipercayai 

sebagai hal yang layak dijadikan standar perilaku karena adanya intersubjektivitas 

para aktor untuk saling mengevaluasi/menilai dan menyepakati bagaimana standar 

perilaku bersama (Finnemore & Sikkink, 1998), bukan sekedar idiosinkrasi 

individual saja (Florini, 1996).  

Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme dalam 

memandang bagaimana norma mempengaruhi dan membentuk identitas dan 

perilaku aktor. Menurut para konstruktivis, norma merupakan hal penting dalam 

pembentukan identitas aktor. Kemudian, identitas inilah yang akan menentukan 
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bagaimana kepentingan yang dimiliki aktor. Para penstudi HI mengaitkan norma 

internasional dengan kepentingan negara, yang artinya norma internasional 

mempengaruhi identitas negara sebagai aktor dan membentuk kepentingan-

kepentingannya. Finnemore dan Sikkink mengungkapkan bahwa norma-norma 

internasional tak lain adalah norma-norma domestik yang berkembang sebab ada 

aktor-aktor yang memperjuangkannya. Untuk dapat dikatakan menjadi norma 

internasional, Finnemore dan Sikkink mengatakan bahwa terdapat tiga proses yang 

harus dilewati suatu norma domestik. Proses ini disebut dengan norm life cycle yang 

terdiri atas norm emergence, norm cascade, dan norm internalization. 

 

2.1.1 Teori Norm Life Cycle (Siklus Hidup Norma) 

Salah satu pemikiran yang paling popular dalam studi HI 

mengenai norma internasional datang dari Martha Finnemore dan 

Kathryin Sikkink. Finnemore dan Sikkink memperkenalkan apa yang 

disebut sebagai siklus hidup norma (norm life cycle). Berdasarkan teori ini, 

norma  internasional mulanya adalah norma lokal yang terus berkembang 

melalui tiga tahap yaitu norm emergence (kemunculan norma), norm 

cascade (penyebarluasan norma), dan norm internalization (internalisasi 

norma). Hal ini berarti norma internasional tidak secara tiba-tiba muncul 

dengan sendirinya, melainkan harus melalui proses dan ada aktor-aktor 

tertentu yang berperan di dalamnya. Awal mula kemunculan suatu norma 

dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dari kebiasaan, praktik, dan 

lain-lain (Rosert, 2019).  

Dalam masing-masing siklus hidup norma, terdapat agen-agen 

yang berperan dalam mengusahakan agar norma domestik berkembang 

menjadi norma internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Adapun 

penjelasan masing-masing tahap yaitu sebagai berikut 

a. Norm Emergence 

Norm emergence merupakan tahap pertama dari siklus hidup 

norma. Pada tahap ini, para pegiat norma (norm entrepreneur) berjuang 
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meyakinkan aktor-aktor penting, yaitu negara-negara yang dinilai nantinya 

dapat menjadi pemimpin norma (norm leader). Mereka berupaya agar 

norm leader meyakini bahwa gagasan yang mereka sebarkan adalah 

sesuatu yang ideal dan layak untuk diterima (Finnemore & Sikkink, 1998). 

Para norm entrepreneur berupaya memperjuangkan suatu norma karena 

adanya rasa empati, altruism, ataupun komitmen dalam dirinya 

(Finnemore & Sikkink, 1998). Umumnya, norm entrepreneur merupakan 

transnational advocacy networks (TAN) yang berupa organisasi non 

pemerintah, komunitas epistemik, yayasan, advokat, aktivis, dll. Mereka 

berusaha meyakinkan para aktor lain dengan cara membingkai suatu isu 

dengan sedemikian rupa dan berupaya agar isu tersebut mendapat 

perhatian dalam masyarakat (Finnemore & Sikkink, 1998). Oleh 

karenanya, mekanisme dominan dalam fase ini yaitu persuasi yang 

dilakukan oleh norm entrepreneur. 

Jika para norm entrepreneur berhasil meyakinkan aktor-aktor 

penting tersebut maka norma akan mencapai tipping point. Fase tipping 

point dicirikan dengan adanya penerimaan norma yang sedang 

dipromosikan oleh setidaknya sepertiga negara dalam sistem internasional 

dan negara-negara kritis. Negara kritis dapat dikatakan sebagai target atau 

tujuan utama dari penyebarluasan norma. Disebut kritis karena hampir 

tidak mungkin bahwa negara-negara tersebut menerima norma yang 

sedang diperjuangkan para norm entrepreneur. Setelah mencapai tipping 

point, norma akan memasuki tahap penyebarluasan atau yang dikenal 

sebagai norm cascade.  

b. Norm cascade 

Norm cascade adalah tahap di mana norma telah diterima secara 

luas oleh negara-negara dalam sistem. Pada tahap ini, mekanisme 

dominannya adalah sosialisasi norma oleh negara-negara yang merupakan 

norm leader kepada negara-negara lain dalam sistem internasional 

(Finnemore & Sikkink, 1998). Selain negara, sosialisasi juga dapat 

dilakukan oleh organisasi internasional dan jaringan-jaringan advokasi 
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transnasional. Menurut Finnemore dan Sikkink, motivasi yang mendorong 

negara-negara dalam sistem menerima norma karena ini menyangkut 

identitas mereka sebagai bagian dari komunitas internasional.  

c. Norm internalization 

Adapun fase puncak dari siklus hidup norma, yaitu tahap 

internalisasi. Negara-negara dalam sistem telah menerima norma sebagai 

sesuatu yang absah sehingga mereka menerapkannya dalam lingkup 

domestik mereka. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan atau kebijakan. Aktor yang berperan dalam mentranslasikan 

norma internasional menjadi kebijakan di tingkat lokal yaitu lembaga 

birokrasi. Pada tahap ini, norma sudah diterima secara cuma-Cuma (taken 

for granted) sehingga makna yang dikandung dalam norma tersebut tak 

lagi menjadi perdebatan (Stimmer, 2019). Adanya internalisasi norma 

tercermin kuat pada perilaku dan kebiasaan dari masyarakat suatu negara 

(Finnemore & Sikkink, 1998). 

 

Teori norm life cycle, penulis gunakan sebagai alat analisis dalam 

penelitian ini. Norm life cycle merupakan satu rangkaian kesatuan 

terbentuknya norma internasional, yaitu mulai dari tahap kemunculan, 

penyebarluasan, hingga internalisasi. Dalam masing-masing tahap 

terdapat aktor-aktor yang berperan dalam mempromosikan norma dengan 

motivasi dan upaya yang berbeda-beda. Dengan teori tersebut, penulis 

akan menganalisis siapa saja aktor yang berperan penting, motivasi atau 

alasan apa yang mendorong aktor serta bagaimana upaya yang dilakukan 

aktor-aktor tersebut dalam melakukan internalisasi norma animal welfare 

ke dalam WTO.  

 

2.2 Konsep Animal Welfare 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep animal 

welfare untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan 
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hewan. Istilah animal welfare menjadi populer saat berkembangnya 

gerakan sosial politik perlindungan hewan di Eropa  pada dekade 1970-an. 

Animal welfare merupakan salah satu dari tiga perspektif perlindungan 

hewan, selain animal rights dan animal liberation. Ketiganya seringkali 

dipahami sebagai hal yang sama, namun sesungguhnya filosofi dalam 

ketiga istilah tersebut berbeda.  

Benih-benih pemikiran animal welfare ini sebenarnya sudah 

lama diperkenalkan oleh seorang filsuf ternama dari kalangan 

utilitarianisme, yaitu Jeremy Bentham. Bentham berperan besar dalam 

menyebarluaskan gagasan bahwa hewan adalah sentient beings di Inggris 

pada awal abad 19. Pada masa itu, kekejaman terhadap hewan merupakan 

hal yang normal sebab hewan masih dipandang sebagai properti saja. 

Namun, perubahan mulai terjadi ketika muncul gagasan bahwa hewan 

adalah sentient beings. Dalam bukunya yang berjudul Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation (1823), Bentham mencetuskan 

bahwa hewan adalah sentient beings. Sebagai sentient beings, hewan 

memiliki perasaan-perasaan yang terkait dengan kondisi kejiwaannya 

sehingga ia pun dapat merasa sedih, takut, menderita, dan sebagainya.  

Menurut Bentham, kepentingan dari makhluk yang terkena 

dampak dari kepentingan manusia harus menjadi perhatian dari manusia 

tersebut (Garner, 1996). Kepentingan yang dimaksud Bentham di sini 

menyangkut tentang kemampuan nonhuman animals, layaknya human 

animals, untuk merasakan rasa sakit, penderitaan, kesenangan, dsb. 

Karena memiliki kemampuan tersebut, hewan layak mendapatkan 

pertimbangan yang setara (equal consideration) agar kepentingannya 

terpenuhi (Singer, 2002). Sebagaimana simbiosis mutualisme, jika 

manusia memanfaatkan hewan maka manusia bertanggung jawab pula 

untuk mengusahakan kesejahteraan hewan tersebut. 

Animal welfare didefinisikan oleh Organization Internationale de 

Epizooties (OIE) sebagai keadaan fisik dan mental hewan dalam 

hubungannya dengan kondisi di mana ia hidup dan mati (OIE, n.d.). 

Donald Broom mengartikan animal welfare sebagai keadaan/kondisi 
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hewan tersebut dalam hal upayanya untuk mengatasi lingkungannya 

(Broom, 2016). Kemudian menurut Robert Garner, animal welfare artinya 

manusia berkewajiban untuk menyeimbangkan kepentingan antara 

manusia dan hewan dalam situasi konflik antara kedua spesies tersebut dan 

menghindari perlakuan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu 

pada hewan (Garner, 1996). Pada intinya, animal welfare merupakan 

kondisi ketika kebutuhan hewan, baik secara fisik maupun kejiwaan 

terpenuhi dengan baik. 

Bagi pendukung animal welfare, hewan diyakini sebagai sentient 

beings atau makhluk hidup yang memiliki kesadaran dan perasaan, bukan 

sekedar komoditas (Munro, 2012). Sebagai sentient beings, hewan 

memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan-perasaan kejiwaan 

(takut, senang, sakit) dan memiliki kesadaran sampai tingkat tertentu 

(Broom, 2016). Oleh karenanya, meskipun manusia memiliki hak untuk 

memanfaatkan hewan, hal itu harus diimbangi dengan tanggung jawab 

moral dengan cara memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan hewan. 

Aspek-aspek kesejahteraan hewan tersebut  terangkum dalam lima hak 

atau kebebasan dasar hewan, yang dikenal sebagai The Five Freedoms. 

  The Five Freedoms telah disahkan oleh OIE menjadi hak-hak 

dasar hewan yang berlaku secara internasional. Hak-hak tersebut 

mencakup (OIE, n.d.): 

a. freedom from hunger, malnutrition and thirst (bebas dari rasa lapar, 

kekurangan gizi, dan rasa haus) 

b. freedom from fear and distress (bebas dari rasa takut dan tekanan) 

c. freedom from heat stress or physical discomfort (bebas dari rasa 

tertekan dan ketidaknyamanan secara fisik) 

d. freedom from pain, injury and disease (bebas dari rasa sakit, luka, dan 

penyakit) 

e. freedom to express normal patterns of behaviour (bebas untuk 

mengekspresikan perilaku alamiahnya) 

Terwujudnya kesejahteraan bagi hewan tak lepas dari campur tangan 

manusia. Hal yang harus dilakukan manusia antara lain melakukan 



20 

 

 

perawatan kesehatan, pemberian nutrisi, penyediaan lingkungan yang 

baik, serta cara-cara penyembelihan yang manusiawi (OIE, 2010). Dengan 

adanya kesepakatan internasional mengenai hak-hak dasar hewan The Five 

Freedoms, pemanfaatan hewan (termasuk di antaranya perdagangan 

hewan atau produk-produk yang berasal dari hewan) oleh manusia 

seharusnya turut memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan tersebut. 

Konsep animal welfare penulis gunakan untuk menjelaskan kasus-kasus 

dalam WTO yang berkaitan dengan upaya perlindungan hewan dari 

kekejaman dalam perdagangan internasional. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan analitis di atas, kita mengetahui bahwa norma 

internasional melalui tiga tahap perkembangan menurut teori norm life cycle yang 

dirumuskan oleh Finnemore & Sikkink. Menurut teori tersebut, untuk menjadi 

norma internasional, suatu norma harus melewati tiga tahap terlebih dahulu, yaitu 

norm emergence, norm cascade, dan norm internalization. Penelitian ini akan  

membahas bagaimana perkembangan isu animal welfare mulai dari awal 

kemunculannya sampai menjadi salah satu isu dalam WTO.  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran (dikelola penulis)

Analisis  internalisasi norma animal 

welfare dalam WTO  

Analisis dengan teori norm life cycle dari 

Finnemore dan Sikkink: 

1. Norm emergence 

2. Norm cascade 

3. Norm internalization 

Isu animal welfare mulai berkembang 

dalam perdagangan internasional  

Animal welfare menjadi masalah  yang 

mendapatkan perdebatan dalam WTO 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. John 

Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

menggunakan kerangka kerja interpretatif/teoritis yang menginformasikan studi 

tentang masalah penelitian mengenai makna yang dianggap oleh individu atau 

kelompok berasal dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2013). Penelitian 

kualitatif mempelajari suatu hal dalam keadaan alamiah atau sebenarnya dan 

peneliti kemudian melakukan interpretasi terhadap makna dari hal tersebut 

(Creswell, 2013). Pengertian para ahli di atas menunjukkan bahwa penelitian jenis 

ini membutuhkan kemampuan interpretasi yang mendalam dari sang peneliti agar 

dapat menafsirkan makna dari data-data yang ada dalam mengkaji suatu masalah. 

 Penelitian kualitatif dilakukan ketika kita ingin mendapatkan pemahaman 

yang kompleks terhadap suatu masalah dan dengan itu, kita dapat mengembangkan 

atau membangun teori jika teori yang ada tidak dapat menjelaskan kompleksitas 

dari masalah yang diteliti (Creswell, 2013). Penulis memilih pendekatan kualitatif 

karena penelitian ini berupaya menjelaskan secara rinci bagaimana proses 

internalisasi norma animal welfare dalam WTO. Melalui penelitian kualitatif, 

penulis dapat melihat aktor-aktor yang berperan beserta motivasi yang melandasi 

mereka serta mekanisme internalisasi yang dilakukan aktor dalam proses 

internalisasi norma animal welfare dalam WTO. 
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3.2 Fokus Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana internalisasi norma 

anti kekejaman terhadap hewan dalam WTO. Adapun fokus pembahasan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Norm emergence: 

Aktor yang berperan yaitu norm entrepreneur yang merupakan individu 

dan organisasinya. Motivasi yang mendasari aktor yaitu adanya rasa 

empati atau altruism terhadap pihak yang diperjuangkan. Adapun 

mekanisme dominan dari tahap ini yaitu persuasi. 

b. Norm cascade 

Aktor yang berperan yaitu negara, organisasi internasional, atau 

jaringan advokasi transnasional. Motivasi yang membuat aktor 

menerima norma adalah legitimasi. Adapun mekanisme dominan dari 

tahap ini yaitu sosialisasi, institusionalisasi, dan demonstrasi. 

c. Norm internalization 

Aktor yang berperan yaitu lembaga birokrasi dan profesional. Motivasi 

yang mendasari aktor tersebut, yaitu rasa kepatuhan terhadap norma. 

Adapun mekanisme dominan dari tahap ini yaitu perilaku atau kebiasaan 

aktor dan institusionalisasi. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian kualitatif berbentuk teks yang berasal dari 

dokumen, catatan observasi, transkrip wawancara terbuka, artefak, audio atau 

video, dan gambar atau foto (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, video, 

dan laporan. Beberapa sumber data yang penulis gunakan yaitu  

1. laporan resmi DSB mengenai sengketa-sengketa dagang yang 

berkaitan dengan isu perlindungan hewan, diakses melalui laman resmi 

WTO www.wto.org  

2. perjanjian-perjanjian WTO, baik itu GATT, Technical Barriers to 

Trade (TBT), dan Sanitary and Phytosanitary (SPS), yang memiliki 

http://www.wto.org/
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kaitan dengan penerapan animal welfare, diakes dari lama resmi WTO 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm  

3. artikel, jurnal ilmiah, dan buku yang dapat diakses secara online dan 

offline (Perpustakaan Universitas Lampung) 

4.  video yang membahas tentang isu perlindungan hewan dalam WTO, 

diakses melalui www.youtube.com .  

 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, menurut Creswell, dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, antara lain observasi lapangan, wawancara tidak 

atau semi testruktur, studi dokumen, dan audio-visual (Creswell, 2013). Oleh 

karenanya, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

studi kepustakaan, dokumentasi dan audio-visual. Penulis mengumpulkan data 

yang berasal dari dokumen resmi DSB terkait kasus sengketa dagang yang 

mengusung isu animal welfare serta perjanjian-perjanjian WTO yang relevan 

dengan animal welfare yang dilansir dari laman WTO www.wto.org. Untuk 

memperkaya pengetahuan dan mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan 

melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka pada sejumlah artikel dan 

jurnal ilmiah yang meneliti isu tersebut. Selain studi dokumentasi, penulis juga 

melakukan studi audio-visual terhadap video/film dokumenter yang menampilkan 

berbagai kasus terkait isu animal welfare dalam perdagangan internasional. 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian kualitatif merupakan induksi analitik, yang 

artinya peneliti membangun penjelasan universal/umum dari fakta, gejala atau 

masalah yang bersifat khusus dengan mengupayakan pengumpulan data hingga 

tidak ditemukan kasus yang meyimpang atau tidak sesuai dengan penjelasan 

hipotesis dari suatu fenomena (Bryman, 2012). Teknik analisis data dalam 

penelitian ini mengacu pada teknik yang diperkenalkan oleh Matthew Miles dan 

Michael Huberman (2014).  Teknik tersebut melibatkan tiga aktivitas, yakni 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
http://www.youtube.com/
http://www.wto.org/
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kondensasi data, penyajian data, serta penggambaran kesimpulan dengan 

penjabaran sebagai berikut (Miles & Huberman, 2014). 

1. Kondensasi data: dalam proses ini, peneliti melakukan pemilihan, 

penyederhanaan, pengorganisasian data-data yang diperoleh baik 

itu dari dokumen, laporan, website dan jurnal penelitian. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan agar 

mendukung hasil penelitian. Tahap ini juga disertai dengan 

kegiatan analisis, sebab dalam penelitian kualitatif peneliti 

melakukan analisis sejak proses pengumpulan data.  

2. Penyajian data : dalam proses ini peneliti melakukan penyajian 

dari data-data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk teks, 

matriks, grafik, ataupun jaringan. 

3. Penarikan kesimpulan : pada tahap ini penulis membentuk 

kesimpulan akhir setelah semua data terkumpul. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan kondensasi pada 

data-data mengenai kasus sengketa dagang dalam WTO yang mengusung isu 

animal welfare serta perjanjian-perjanjian WTO yang relevan dengan animal 

welfare. Setelah itu, penulis menyajikan data yang telah terkondensasi tersebut ke 

dalam bentuk teks dan tabel yang kemudian penulis interpretasikan maknanya 

menggunakan teori norm life cycle (Finnemore dan Sikkink) dalam HI agar 

mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

  

5.1 Kesimpulan 

Animal welfare merupakan suatu isu non-konvensional dalam studi 

Hubungan Internasional. Isu ini mulai marak dibicarakan sejak dekade 70-an di 

Eropa. Setelah berkembang di tingkat internasional, animal welfare juga menjadi 

isu perdagangan internasional dalam WTO. Norma animal welfare secara samar-

samar sudah mulai dibicarakan dalam WTO sejak awal dekade 90-an, tepatnya 

kasus US-Tuna Dolphin 1991 antara AS dan Meksiko dan dalam kasus US-Shrimp 

1997. Kedua kasus ini adalah sengketa perdagangan yang disebabkan oleh 

kebijakan perlindungan hewan. Hal ini karena WTO bertujuan untuk memastikan 

kelancaran arus perdagangan internasional yang bebas dari hambatan perdagangan. 

Namun demikian, dalam kasus EC-Seal Product 2013, WTO justru menunjukkan 

bahwa organisasi perdagangan internasional mengakui bahwa animal welfare 

adalah nilai moral umat manusia yang harus dilestarikan sehingga dapat dijadikan 

alasan untuk merestriksi perdagangan. 

Dengan menggunakan teori norm life cycle dari Finnemore dan Sikkink 

dan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber terkait animal welfare 

dan perdagangan internasional, penulis menganalisis bagaimana proses 

internalisasi animal welfare dalam WTO  terjadi. Proses internalisasi norma 

tersebut bermula dari tahap norm emergence, yaitu adanya perkembangan concern 

mengenai masalah kekejaman terhadap hewan dalam masyarakat Eropa. NGO dan 

masyarakat Eropa berupaya melobi pemerintah untuk lebih memperhatikan isu 
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tersebut. Uni Eropa kemudian mengakui hewan sebagai sentient beings dan 

menginstitusionalisasikannya dalam konstitusi dasar mereka, yaitu Treaty on the 

Functioning of the European Union. Hal ini menyebabkan aspek animal welfare 

harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan. Tingginya concern masyarakat 

Eropa menyebabkan produk-produk yang beredar di pasar dalam negeri mereka 

memiliki standar animal welfare friendly. Akan tetapi, produk-produk impor yang 

berasal dari negara-negara berkembang pada umumnya tidak memiliki standar 

animal welfare Uni Eropa sehingga menimbulkan concern di masyarakat. Setelah 

berhasil tumbuh di masyarakat Eropa, animal welfare kemudian menjadi concern 

masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan dibentuknya UDAW dan 

dijadikannya animal welfare sebagai agenda utama OIE. Adapun OIE adalah 

organisasi antar pemerintah yang menangani masalah kesehatan dengan anggota 

182 negara di dunia.  

Setelah animal welfare dikenal di tingkat internasional, norma ini mulai 

dialirkan ke dalam sistem pada tahap norm cascade. Salah satu sistem yang dituju 

yaitu WTO sebagai organisasi perdagangan internasional. Uni Eropa dan NGO 

melakukan sosialisasi kepada WTO. Pertama, yaitu Uni Eropa mengajukan 

proposal animal welfare untuk hewan-hewan ternak dalam Committee on 

Agriculture tahun 2000. Namun, proposal ini mendapatkan penolakan dari negara-

negara WTO. Kedua, koalisi NGO mengorganisasikan pertemuan dalam WTO 

Public Forum 2008 untuk mengajak perwakilan negara maju, negara berkembang, 

NGO, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas bagaimana isu animal 

welfare dalam WTO di masa depan.  

Meski telah terjadi proses sosialisasi animal welfare dalam WTO, tahap 

internalisasi norma belum tercapai dengan baik. Hal ini karena terdapat 

pertentangan di antara negara-negara WTO terkait animal welfare dalam 

perdagangan internasional. Meski demikian, dalam persidangan kasus EC-Seal 

Product 2013, WTO menyatakan bahwa animal welfare adalah tanggung jawab 

moral bersama umat manusia yang oleh karenanya dapat dijadikan alasan untuk 

restriksi perdagangan. Kasus ini diawali ketika Uni Eropa memberlakukan aturan 

EC-Seal Regimes 2009 untuk melarang penjualan produk anjing laut di kawasan 
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Uni Eropa. Dalam kasus EC-Seal Product, WTO untuk pertama kalinya mengakui 

bahwa animal welfare adalah suatu isu penting yang tengah berkembang di kancah 

internasional dan menjustifikasinya sebagai nilai moralitas masyarakat. Namun, 

setelah persidangan tersebut, WTO tidak membahas lebih lanjut mengenai masalah 

animal welfare. Sampai penelitian ini dilakukan, belum ditemukan aturan resmi 

yang telah dibuat WTO untuk menangani isu animal welfare. Hal ini berarti animal 

welfare belum menjadi norma dalam WTO. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini fokus mendeskripsikan bagaimana internalisasi norma animal 

welfare dalam WTO menggunakan teori norm life cycle. Penulis belum meneliti 

lebih lanjut mengenai kebijakan animal welfare masing-masing negara anggota 

WTO. Selain itu penulis juga belum meneliti perjanjian-perjanjian atau aturan-

aturan WTO yang tidak menyebutkan animal welfare secara eksplisit tetapi secara 

implisit berkaitan dengan isu tersebut. Oleh karenanya, penulis menyarankan agar 

penelitian selanjutnya meneliti bagaimana kebijakan animal welfare dari masing-

masing negara dan apakah ada peraturan atau norma dalam WTO yang 

penerapannya secara implisit relevan dengan animal welfare. 

 Dalam hal praktis, penulis memiliki saran kepada WTO untuk dapat 

membuat ketentuan yang pasti mengenai masalah animal welfare dalam 

perdagangan internasional. Hal itu dapat dilakukan dengan memperbarui lingkup 

kerja sama WTO dan OIE yang saat ini terbatas pada masalah kesehatan hewan saja 

agar mencakup pula masalah animal welfare. Hal ini bertujuan agar negara-negara 

anggota, baik berkembang maupun maju, dapat mengharmonisasi kebijakan animal 

welfare mereka sehingga kebijakan perlindungan hewan tidak selalu menjadi 

hambatan perdagangan.  
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